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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 64 TAHUN 202121  

TENTANG 

BADAN BANK TANAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Bank 

Tanah; 

 

Mengingat :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN BANK 

TANAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank 

Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang 

merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk 

oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan 

khusus untuk mengelola tanah. 

2. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 

Pakai adalah hak sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

3. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara 

yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. 

4. Kekayaan Bank Tanah adalah semua kekayaan yang 

dikuasai Bank Tanah baik berwujud atau tidak 

berwujud yang bernilai atau berharga akibat kejadian 

di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang 

akan datang. 

5. Komite Bank Tanah yang selanjutnya disebut Komite 

adalah komite yang bertugas untuk menetapkan 

kebijakan strategis Bank Tanah. 

6. Dewan Pengawas adalah organ Bank Tanah yang 

memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan 

Bank Tanah serta menyampaikan rekomendasi atas 

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Bank Tanah. 

7. Badan Pelaksana adalah organ Bank Tanah yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

penyelenggaraan Bank Tanah. 

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 



2021, No.109 
-3- 

1945. 

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan 

dan tata ruang. 

 

Pasal 2 

(1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Bank 

Tanah yang merupakan badan hukum Indonesia. 

(2) Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberi kewenangan khusus untuk menjamin 

ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi 

berkeadilan, untuk: 

a. kepentingan umum; 

b. kepentingan sosial; 

c. kepentingan pembangunan nasional; 

d. pemerataan ekonomi; 

e. konsolidasi lahan; dan 

f. reforma agraria. 

(3) Bank Tanah bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui Komite. 

(4) Kekayaan Bank Tanah merupakan kekayaan negara 

yang dipisahkan. 

(5) Bank Tanah berkedudukan di Ibu Kota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

(6) Bank Tanah dapat mempunyai kantor perwakilan di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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BAB II 

FUNGSI DAN TUGAS BANK TANAH 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Bank Tanah mempunyai fungsi: 

a. perencanaan; 

b. perolehan tanah; 

c. pengadaan tanah; 

d. pengelolaan tanah; 

e. pemanfaatan tanah; dan 

f. pendistribusian tanah. 

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Bank Tanah mempunyai tugas: 

a. melakukan perencanaan kegiatan jangka 

panjang, jangka menengah, dan tahunan; 

b. melakukan perolehan tanah yang dapat 

bersumber dari penetapan pemerintah dan pihak 

lain; 

c. melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah 

secara langsung; 

d. melakukan pengelolaan tanah dari kegiatan 

pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan, 

dan pengendalian tanah; 

e. melakukan pemanfaatan tanah melalui kerja 

sama pemanfaatan dengan pihak lain; dan 

f. melakukan pendistribusian tanah dengan 

melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian 

tanah. 

 

Pasal 4 

Bank Tanah bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit. 
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Bagian Kedua 

Perencanaan 

 

Pasal 5 

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. rencana jangka panjang; 

b. rencana jangka menengah; dan 

c. rencana tahunan. 

(2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan perencanaan kegiatan 

untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 

(3) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b merupakan perencanaan 

kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(4) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c merupakan perencanaan kegiatan untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada rencana pembangunan jangka 

menengah nasional dan rencana tata ruang. 

(6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh kepala Badan Pelaksana setelah 

mendapat persetujuan dari Komite. 

 

Bagian Ketiga 

Perolehan Tanah 

 

Pasal 6 

Perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf b berasal dari: 

a. tanah hasil penetapan pemerintah; dan/atau 

b. tanah dari pihak lain. 

 

Pasal 7 

Tanah hasil penetapan pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas tanah negara yang 


